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KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEⅣ IEN AGAⅣIA
KABUPATEN PEKALONGAN

NOⅣ10R:Kd。 11.26/4/PP.01.1/1371/2008
TENTANG                  ・

PERSETUJUAN PENDIRIAN
ⅣIADRASAH IBTIDAIYAH AL ITTIHADIYAH COPRAYAN BUARAN

KAB.PEKALONGAN

KEPALA KANTOR DEPARTEPIEN AGAⅣ IA KABUPATEN PEKALONGAN:

Menilnbang  :a.Bahwa dalaln rangka pcmbinaan Madrasah dipandang pcrlu FnCmberikan
pcrsctttuan pCndiriall terhadap Madrasah lbtidaiyah AL ITTIHADIYAH
Coprayan Buaran Kab.Pekalongan.

Mcngingat  :b.Ballwa Ⅳladrasalllbtidaiyah AL ITTIHADIYAH Coprayan Buaran Kab.
Pckalongan telah lnemenuhi pcrsyaratan yang ditenttan untuk dibcrikan

persetuj uan menyelenggarakan pendidikan.

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 2 Th 2003

Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 28 Th

I'}endidikan Dasar
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Th 1990 tentang

Pendidikan Menengah
4. Keputusan Presiden RI }.lomor 44 Th 1974 tentang pokok-pokok

Organisasi Departemen
5. Keputusan Presiden Rl Nomor l5 Th 1984 tentang pokok-pokok

organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir
dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Th 1984

6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 Th 1975 tentartg susunan

organisasi dan tata kerja Departemen Agama yang telah diubah dan

disempurnakan, terakhir dengan keputusan Menteri Agama Nomor 75 Th

1984
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Th 1997 tentang status

Madrasah swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan
Direktorat Jendral Pembinaan Kelentbagaan Agana Islam

8. Keputusan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam

Nomor 81250.N1997 syarat-syarat dan tata cara pendilian Madrasah

Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
9. Keputusan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam

Nomor Dj.Ill40Sl2003 tentang Pedomzfr Akreditasi Madrasah tanggal

14 Oktober 2003
10. Surat Edaran Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam

Nomor E IV/PP.03/FDl453-N1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Akreditasi Madraserh Jcniang l'}cndidikan clasar dan Menengah

11. Peraturan Gubernur jawa Tengah Nomor 3l'Th 2005 tentang Standar
pelayanan Minimal ( sPM ) Pendidkan TK/RA/SD/MI/SMP/MTs/
SMA/MA, SMK, SLIJ, Pendidikan Non F'ormal, UKS, Kepemudaan.

Olahraga dan KebudayaanPropinsi Jawa Tengah tgl 25 Januari 2005

: Hasil penelitian dilapangzur pada MI Al ITTIHADIYAH Copral'an

Kec. Buaran oleh Tim Kantor Departemen Agama Kabupaten

tentang Sistem

1989 tentang

Membaca



Menetapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PERSETUJUAN
PENDIRIAN ⅣIADRASAH IBTIDAIYAH AL ITTIHADIYAH
COPRAYAN BUARAN KABUPATEN PEKALONGAN.

Memberikan persettuan ttas pttdiHan Madrasah lbtidaiyah
AIITTIHADIYAH Coprayan Buaran Kab.Pekalongan.
Kepada Madrasah lbtidalyah AL ITTIHADIYAH Coprayan Buaran
Kab,Pekalongan diberikan status sebagai Madrasah Tcrdafmば , diberi

kan Nomor  Statistik  Madrasah: 112332614098  dan Piagam
PendiHan Madrasah Swasta dengan Nomor:D Kd H.26/4/M1/01/2008.
Apabla penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah lbtidaiyah
AL ITTIHADIYAH Coprayan Buaran Kab.Pekalongan tersebut
tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini

akan diubah dan discsualkarl sebagairnana mestinya.

Segala sesuatu akan diubah dan ditittau kCmbali sebagaimana
mcsunya jika temyata dikemudian hariterdaptt kekeliruan dalam
pcnetapan ini.

Surat keputusan ini dibe五 kan kepada Madrasah yang bersangkutan

untuk dipergunakan sebagailnana rnestinya.

: Pekalongan
: ll Agustus 2008

Drs.

Tembusan
1. Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (sebagai laporan )
2. Sekjen Departemen Agama RI
3. Inspektur Jendral Departemen Agama RI
4.Kepalakantor Wilayah Departemen Agama Prov. jateng
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